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Secara filosofis keberadaan jabatan PPAT adalah memberikan pelayanan di bidang pendaftaran tanah
kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Kepala BPN dapat menunjuk Camat sebagal PPAT Sementara, PPAT Sementara mempunyai tugas,
kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan PPAT sebagaimana yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun pada kasus yang akan penulis analisis pada proposal tesisini, yaitu Putusan
Mahkamah Agung Nomor 3615 K/Pdt/2015 dimana objek jual beli yang dibuat Camat sebagai PPAT
Sementara bersertipikat ganda, hal ini membuktikan PPAT Sementara tidak melaksanakan tugas, kewajiban
dan tanggung jawab sebagai mana perundang-undangan. Permasalahan yang dihadapi penulis dalam tesisini
adalah mengena pembuatan akta Jual Beli Nomor 234/PPAT/11/2014 yang selanjutnya disebut AJB oleh
Camat sebagal Pegjabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
3615K/PDT/2015 yang selanjutnya disebut PPATS dan tanggung jawab PPATS terhadap AJB yang
objeknya sertipikat ganda. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta metode
analisanya secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif. Menurut hasil penelitian
ini, pembuatan AJB tidak sesual dengan peraturan perundangundangan, karena PPATS tidak melakukan
pengecekkan ke Kantor Pertanahan Timor Tengah Utara dan membuat AJB tanpa adanya SPPT PBB/ PBB
sehingga melanggar ketentuan Pasal 38 ayat 2 PP 24/1997. Tanggug jawab PPATS berupa tanggung jawab
hukum berdasar Pasal 62 PP 24/1997 serta dapat dimintakan ganti rugi berdasar Pasal 1365 KUHPer dan
tanggung jawab moral karena melanggar kode etik profesi berdasar Pasal 28 ayat 2 Perkaban 1/2006 namun
tidak dapat dikenakan sanksi berdasar Pasal 6 Kode Etik PPAT karena PPATS bukan anggota | PPAT.
Philosophically, the existence of PPAT position isin order to provide servicesin the field of land
registration to the community so that with the service, the community will get legal certainty and legal
protection. Head of BPN can appoint Camat as PPAT Temporary. PPAT Temporary having the same duties,
obligations and responsibilities with PPAT asregulated in law, but in the case of the author will analysison
this thesis proposal, namely Supreme Court Decision Number 3615 K Pdt 2015 where the object has double
certified, proves PPAT Temporary not carrying out duties, obligations and responsibilities as same with
PPAT. The problems faced by the authors in this thesis are the making of the Deed of Sale and Purchase
Number 234 PPAT 1l 2014 here in after referred to as AJB by the Camat as the PPAT Temporary in
Supreme Court Decision Number 3615K PDT 2015 here in after referred to as PPATS and the responsibility
of PPATS against Deed of Sale and Purchase of the object of double certificate. This study uses the
normative juridical and methods of analysis qualitative so that the form of this research is descriptive.
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According to the results of this study, the issuance of the AJB is not in accordance with the laws and
regulations, because PPATS makes AJB without the PBB PBB SPPT and does not check to the Land Office
of North Central Timor, so making in violation of Article 38 paragraph 2 of PP 24 1997. The responsibilities
of PPATS are legal liability based on Article 62 of PP 24 1997 and can be requested for compensation based
on Article 1365 KUHPer and moral responsibility for violating professional code of ethics under Article 28
paragraph 2 of Regulation 1 2006 but can not be subject to sanctions based on Article 6 of Code Ethics of
Land Deed Officers because PPATS is not a member of IPPAT.



